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o 1.

TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
maka perlu mengatur sususan organisasi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bandung Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);



4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016
Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Bandung Barat.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan,
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Dinas.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perindustrian
dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

Dinas

Pasal 3

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

a o

perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a.
b.

f.
g.

Kepala Dinas;

sekretariat, membawahkan:

1. subbagian penyusunan program dan keuangan; dan

2. subbagian kepegawaian dan umum.

bidang pengembangan sumber daya industri, membawahkan:

1. seksi pembangunan sumber daya manusia industri dan sumber
daya alam;

2. seksi pengembangan teknologi industri, kreativitas dan inovasi;
dan

3. seksi kerja sama, pengawasan dan pengendalian.

bidang sarana dan prasarana, dan pemberdayaan industri,
membawahkan:

1. seksi pembangunan industri kecil dan menengah;

2. seksi fasilitasi industri hijau dan standarisasi industri; dan
3. seksi pengolahan data dan informasi.

bidang perdagangan, membawahkan:

1. seksi kemetrologian dan bina usaha;

2. seksi sarana distribusi perdagangan; dan

3. seksi perdagangan dalam dan luar negeri.

unit pelaksana teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas susunan organisasi Dinas diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional
maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya
menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan
dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Kepala Dinas memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung
Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 63 Seri D)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 April 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,
ttd.
AA UMBARA SUTISNA
Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 24 SERI D



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT

Subbagian Penyusunan
Program dan Keuangan Umum

Subbagian Kepegawaian dan

|
|
!._ ______________

Bidang Pengembangan Sumber
Daya Industri

Bidang Sarana dan Prasarana
dan Pemberdayaan Industri

Seksi Pembangunan Sumber Daya
Manusia Industri dan Sumber Daya
Alam

Seksi Pembangunan Industri Kecil
dan Menengah

Seksi Pengembangan Teknologi
Industri, Kreativitas dan Inovasi

Seksi Fasilitasi Industri Hijau dan
Standarisasi Industri

Seksi Kerja Sama, Pengawasan dan
Pengendalian

Seksi Pengolahan Data dan
Informasi

UPTD

— Bidang Perdagangan

—— Seksi Kemetrologian dan Bina Usaha

Seksi Sarana Distribusi
Perdagangan

Negeri

Seksi Perdagangan Dalam dan Luar

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA
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